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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 9 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 82 
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang   :    a. bahwa dalam rangka terpenuhinya penghasilan tetap 

kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kendal 
dalam perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana 

diatur dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sesuai 

Nota Dinas Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Kendal Nomor : 900/020/Dispermasdes 

tanggal 3 Januari 2022 Perihal Konsep Peraturan Bupati 
Kendal tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal 

dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 
sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

SALINAN 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta;   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079);   

6. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
152); 

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 82 Seri E No.49) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2021 Nomor 17);    

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 82 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Bupati Kendal : 

a. Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2019 Nomor 80);  

b. Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana 
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 96); 

c. Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana 
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2021 Nomor 17); 

diubah sebagai berikut : 
  

 
 



4 
 

jdih.kendalkab.go.id 

Pasal 3 
 

(1) ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan, berdasarkan : 

a. Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa; 

b. Alokasi Dasar; dan 

c. Alokasi Formula. 

(2) Besaran Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dihitung berdasarkan jumlah penghasilan tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah dalam satu 
tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang 

mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

(3) Jumlah kepala desa dan perangkat desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersumber dari desa yang 
dihimpun melalui Kecamatan. 

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dihitung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari 

sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD 
setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. 

(5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibagi secara merata kepada seluruh desa di Daerah. 

(6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dihitung sebesar 40 % (empat puluh persen) 

dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam 
APBD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, dan luas wilayah. 

(8) Besaran Alokasi Formula yang ditetapkan berdasarkan 

indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan 
luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7),  
dihitung dengan bobot sebagai berikut : 

a. 30 % (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk; 

b. 40 % (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

dan 

c. 30 % (tiga puluh persen) untuk luas wilayah. 

(9) Indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan 
luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(10) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik tidak dapat 
menyediakan data jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9), maka dalam penghitungan besaran 

alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dapat menggunakan data dari Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang statistik. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

  Ditetapkan di Kendal 

  pada tanggal 28 Januari 2022 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

DICO M GANINDUTO  

 

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 28 Januari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 9 

 


